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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA MAKASSAR 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR 

NOMOR 40 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA 

DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI 

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan 

Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik 

secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai 

Politik (SIPOL), maka dipandang perlu menunjuk 

Narasumber; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka  perlu menetapkan Keputusan 

Komisi pemilihan Umum Kota Makassar tentang 

Penunjukan Narasumber Kegiatan Sosialisasi 

Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara 

Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik 

(SIPOL); 

 

Mengingat :  1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 
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2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547);  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) 

Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 347); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir   dengan   Peraturan   Komisi   Pemilihan   Umum  

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 

14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 826); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai 

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan 

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1251); 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 

2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai 

Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi 

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 

2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara 

Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; 
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8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 tanggal 19 Mei 2026 

Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik 

secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester I Tahun 

2026; 

 

    MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR 

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN 

SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI 

POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM 

INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) 

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran 

Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui 

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Hari Senin, tanggal 

22 Juni 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. 

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Makassar 

pada tanggal 18 Juni 2026 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA MAKASSAR, 

 

ttd. 

 

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KOTA MAKASSAR 

NOMOR 40 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN NARASUMBER 

KEGIATAN SOSIALISASI 

PEMUTAKHIRAN DATA DAN 

DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA 

BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM 

INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) 

 

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN 

DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM 

INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) 

 

NO NAMA JABATAN 
HONORARIUM 

(Rp) 

1.  Dr. MOHAMMAD ARIF, SH., MH NARASUMBER Rp. 900.000 

2.  M. ASRAM JAYA NARASUMBER Rp. 900.000 

 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA MAKASSAR, 

 

ttd. 

 

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT 
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